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Lampiran 1 - Contoh Akad Perjanjian Kerjasama Pembukaan Unit Jarimatika 

AKAD PERJANJIAN KERJASAMA 

PEMBUKAAN UNIT JARIMATIKA 

No: 0778.04/SPK/UNIT/BTM/JRMTK/V/2012 

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama  :  Tumisri 

    Tempat/tgl lahir :  Nganjuk, 7 November 1979 

    NIK   :  2171034711799015 

       Alamat :  Tiban Palem C2 – 18 Tiban Baru  

Sekupang Batam 

       

Dalam hal ini mewakili diri sendiri dan dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK 

PERTAMA 

 

2. Nama  :  Septi Peni Wulandani 

    Tempat/tgl lahir :  Salatiga, 21 September 1974 

    NIK   :  3373.01.610974.0005 

    Alamat :  Jl. Margosari PR 4 Salatiga 50711 

    Jabatan  :  Founder Jarimatika Indonesia 

 

Dalam hal ini mewakili Jarimatika Indonesia dan dalam perjanjian ini disebut sebagai 

PIHAK KEDUA 

Dengan senantiasa memohon petunjuk serta ridha Allah S.W.T pada hari ini ..................... 

tanggal ....................................... bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama 

yang tertuang pada pasal-pasal dibawah ini. 

 

Pasal 1 

SUBYEK PERJANJIAN 

Subyek Perjanjian ini adalah : 

1. Pihak pertama adalah pihak pembeli yang menerima hak Lisensi yang menyatakan 

diri telah mengetahui, telah mengerti serta telah memahami dengan sungguh-sungguh 

hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan JARIMATIKA, baik melalui media cetak 

dan elektronik, buku-buku maupun berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh pihak 

kedua. Selanjutnya pihak pertama menyatakan sanggup dan bersedia untuk 

menjalankan serta mengembangkan usaha JARIMATIKA milik pihak pertama dan 

menyatakan siap menerima serta menanggung resiko tanpa membebankan kerugian 

dan resiko kepada pihak kedua. _________________________________________ 

 

2. Pihak kedua adalah satu-satunya pemegang hak intelektual atas sistem dan program 

pendidikan JARIMATIKA, yang dalam hal ini bertindak selaku pemberi hak Lisensi 

dan telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada pihak pertama tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan usaha pendidikan JARIMATIKA yang akan dibuka ditempat milik 

pihak pertama. _______________________________________________________ 
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Pasal 2 

OBYEK PERJANJIAN 

Bahwa yang menjadi obyek perjanjian ini adalah program pendidikan yang berbentuk 

sistem dan materi JARIMATIKA yang merupakan hak milik dari pihak kedua. 

JARIMATIKA merupakan program pendidikan yang terdiri atas beberapa level, yaitu 

level 1, level 2, level 3 dan level 4. JARIMATIKA level 1 bersifat terbuka untuk umum, 

yang berarti bahwa JARIMATIKA level 1 dapat dipahami dan dipelajari oleh masyarakat 

secara luas._____________________________________________________________ 

 

Pasal 3 

BENTUK KERJASAMA 

Bahwa perjanjian ini berbentuk kerjasama Hak Lisensi untuk menjalankan dan 

mengembangkan usaha dengan memanfaatkan program, sistem dan materi pendidikan 

JARIMATIKA di wilayah/lokasi yang dimohonkan pihak pertama, dengan persetujuan 

pihak kedua.____________________________________________________________ 

 

Pasal 4 

PENUNJUKAN POSISI DAN KEWENANGAN 

1. Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka selanjutnya pihak kedua menunjuk dan 

menetapkan pihak pertama sebagai Unit JARIMATIKA yang beralamat di                  

..............................................................................................................., sesuai dengan 

denah lokasi yang dibuat oleh pihak pertama.________________________________ 

 

2. Bahwa pihak pertama dalam usaha ini hanya berwenang menjalankan dan membuka 

tempat kursus dalam wilayah yang telah disetujui oleh pihak kedua, yang berjarak       

3 km dari unit sebelumnya atau meliputi 1000 Kepala Keluarga (KK) di daerah padat 

penduduk, untuk 1 tempat kursus pendidikan JARIMATIKA. ___________________ 

 

Pasal 5 

HAK  

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka masing-masing pihak baik pihak pertama 

maupun pihak kedua sepakat untuk menentukan dan menetapkan hak dari masing-masing 

pihak sebagai berikut : 
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I.    HAK PIHAK PERTAMA 

Bahwa dalam kesepakatan ini pihak pertama memiliki hak sebagai berikut : 

1. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan hak sebagai pemegang hak Lisensi dari 

pihak kedua dalam usaha kursus pendidikan JARIMATIKA yang merupakan 

sistem dan materi kursus pendidikan JARIMATIKA sesuai dengan lokasi pihak 

pertama berada sesuai dengan pasal 4 di atas._____________________________ 

 

2. Pihak pertama berhak untuk menyelenggarakan 1 (satu) tempat usaha untuk 

kegiatan reguler dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang berada di 

wilayah yang telah ditetapkan pihak kedua, dengan jangkauan dan meliputi radius 

1,5 km atau meliputi 1000 Kepala Keluarga (KK) untuk daerah padat penduduk, 

untuk 1 tempat kursus._______________________________________________ 

 

3. Pihak pertama berhak untuk merekrut dan menerima siswa JARIMATIKA di 

wilayah yang telah ditunjuk oleh pihak kedua dalam jangkauan radius 1,5 km atau 

meliputi 1000 Kepala Keluarga (KK) untuk daerah padat penduduk, untuk 1 

tempat kursus._____________________________________________________ 

 

4. Pihak pertama berhak untuk memungut dan menerima uang atas pembayaran dari 

peserta yang mengikuti kursus JARIMATIKA di tempat pihak pertama, dalam 

jumlah dan kapasitas yang telah di standarkan oleh pihak kedua.______________ 

 

5. Pihak pertama berhak untuk menggunakan, memanfaatkan dan selanjutnya 

mengajarkan kepada peserta kursus, program, sistem dan materi kursus 

pendidikan JARIMATIKA di wilayah yang telah ditunjuk oleh pihak 

kedua._______________ 

  

6. Pihak pertama berhak untuk mendapatkan pembinaan, pengarahan dan bimbingan 

dari pihak kedua, dalam upaya mengembangkan dan memperluas usaha pihak 

pertama dalam rangka pengembangan kursus pendidikan JARIMATIKA.______ 

 

7. Pihak pertama berhak untuk menggunakan, memanfaatkan dan selanjutnya 

mengajarkan kepada peserta kursus, program, sistem dan materi kursus 

pendidikan JARIMATIKA  di wilayah yang telah ditunjuk oleh pihak 

kedua.______________ 

 

8. Pihak pertama berhak mendapatkan paket promosi berupa  4 spanduk, 6 rim 

brosur dan 2 x-bannner, 1 MMT, paket pendidikan berupa 20 modul level 1, 20 

kaos Jarimatika dan 20 tas Jarimatika, 1 paket administrasi serta paket pelatihan 

Jarimatika basic training, Jarimatika intermediate training, dan Jarimatika 

advance training untuk 2 orang,  pada saat pembayaran Lisensi Fee. Untuk 

kebutuhan selanjutnya pihak pertama akan membeli produk-produk yang 

disediakan oleh pihak kedua.__________________________________________ 
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9. Pihak pertama berhak melakukan dan memberikan teguran dan peringatan baik 

secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang membuka kursus 

pendidikan JARIMATIKA tanpa seijin pihak kedua dan atau dapat diduga telah 

melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan, merugikan dan atau 

merusak nama baik, program dan sistem serta materi kurus pendidikan 

JARIMATIKA dan atau nama baik pihak kedua. Selanjutnya pihak pertama 

membuat laporan tertulis kepada pihak kedua disertai bukti-bukti 

pendukung._________________________ 

 

10. Pihak pertama tidak berhak untuk meminta kembali Lisensi Fee maupun Royalty 

Fee yang telah dibayarkan kepada pihak kedua atas ketidakberhasilan  (kegagalan) 

pihak pertama dalam menjalankan kursus pendidikan JARIMATIKA._________ 

 

II.  HAK PIHAK KEDUA 

Bahwa dalam kesepakatan ini pihak kedua memiliki hak sebagai berikut : 

1. Pihak kedua memiliki hak secara penuh dan mutlak atas program, sistem dan 

materi kursus pendidikan JARIMATIKA._______________________________ 

 

2. Pihak kedua berhak untuk menerima pembayaran uang atas pembuatan program, 

sistem dan materi kursus pendidikan JARIMATIKA yang jumlah dan besarnya 

telah ditetapkan oleh pihak kedua.______________________________________ 

 

3. Pihak kedua berhak untuk menerima pembayaran biaya perpanjangan Hak 

Lisensi, Royalty Fee (bagi hasil) dan Merchandise Fee dari pihak pertama yang 

membeli dan mengambil program, sistem dan materi kursus pendidikan 

JARIMATIKA.___ 

  

4. Pihak kedua berhak menentukan dan mengubah nilai Royalty Fee (bagi hasil) 

disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada pada saat itu._____________ 

 

5. Pihak kedua berhak untuk memeriksa dan meneliti tentang kebenaran dan 

keabsahan surat-surat, dokumen, data dan keterangan yang diberikan pihak 

pertama untuk membeli dan mengambil program, sistem dan materi kursus 

pendidikan JARIMATIKA.__________________________________________ 

 

6. Pihak kedua berhak untuk melakukan tindakan evaluasi dan atau memeriksa 

keberadaaan, perkembangan, aktifitas serta pelaksanaan pendidikan kursus yang 

dijalankan pihak pertama di wilayah kerja pihk pertama, baik secara terbuka 

maupun secara tertutup.______________________________________________ 

 

7. Pihak kedua berhak untuk membatalkan perjanjian ini dan selanjutnya mencabut 

dan menghentikan sama sekali segala aktifitas dan semua kegiatan belajar 

mengajar kursus pendidikan JARIMATIKA yang diselenggarakan, dilaksanakan 

dan dijalankan pihak pertama, tanpa kompensasi dalam bentuk apapun. Apabila 
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pihak pertama melakukan beberapa pelanggaran dan tidak bisa memenuhi standar 

kelas minimal yaitu 2 kelas dengan minimum 7 siswa per kelas selama 6 (enam) 

bulan berturut-turut setelah penandatanganan perjanjian ini._________________ 

 

 

 

 

Pasal 6 

KEWAJIPAN 

Bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka masing-masing pihak baik pihak pertama 

maupun pihak kedua sepakat untuk menentukan dan menetapkan kewajipan dari masing-

masing pihak sebagai berikut : 

 

I.  KEWAJIPAN PIHAK PERTAMA 

1. Pihak pertama wajib dan telah memahami serta mengerti dengan sungguh-

sungguh segala hal yang berkaitan dengan JARIMATIKA, baik sisi 

kelebihannnya maupun kekurangannya._________________________________ 

 

2. Pihak pertama wajib dan telah memahami serta mengerti dengan sungguh-

sungguh tentang segala resiko yang kemungkinan akan terjadi terhadap usaha 

kursus JARIMATIKA.______________________________________________ 

 

3. Pihak  pertama wajib membayar kepada pihak kedua Lisensi Fee unit sebesar Rp. 

11.800.000,- (Sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan berhak memperoleh 

pembukaan 1 (satu) kursus di wilayahnya serta kegiatan ekstrakurikuler beberapa 

sekolah di sekitarnya, serta pihak kedua tidak diwajibkan untuk mengembalikan 

segala sesuatu yang telah dibayarkan oleh pihak pertama 

tersebut.______________ 

 

4. Pihak pertama wajib menyediakan tenaga pengajar (guru) untuk peserta kursus 

yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kursus pendidikan JARIMATIKA.____ 

 

5. Pihak pertama wajib melakukan pembayaran Royalty Fee (bagi hasil) kepada 

pihak kedua yang dikenakan setiap bulan sebesar 40% dari biaya bersih. 

Pelaporan dengan format terlampir.____________________________________ 

 

6. Pihak pertama wajib membayar Royalty Fee setiap bulannya kepada pihak kedua 

sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan apabila pihak pertama dalam 3 (tiga) bulan 

berturut - turut lalai dalam melakukan pembayaran Royalty Fee yang menjadi 

kewajipan pihak pertama, maka pihak pertama wajib membayar nilai akumulasi 

Royalty Fee tersebut, ditambah dengan dendanya._________________________ 

 

7. Pihak pertama wajib membuat laporan tertulis kepada pihak kedua secara rutin 

setiap bulan tentang perkembangan dan jumlah  siswa, jumlah guru yang masih 
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aktif maupun yang telah berhenti, pemasaran serta kendala-kendala yang dihadapi 

dalam menjalankan dan mengembangkan usaha kursus pendidikan 

JARIMATIKA. 

 

8. Pihak pertama berkewajipan menjaga nama baik, maupun hal-hal lain yang 

berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dapat merugikan, 

mencemarkan dan penyalahgunaan nama baik, program, sistem serta materi 

JARIMATIKA.____________________________________________________ 

 

9. Pihak pertama sebelum membuka dan menjalankan usaha pendidikan 

JARIMATIKA di wilayah kerjanya, wajib melengkapi dan memenuhi segala 

perijinan dan pendaftaran yang ditentukan dan atau yang diwajibkan oleh 

pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah atas biaya pihak pertama.__________________________ 

 

10. Pihak pertama wajib menyelesaikan sendiri dan menjadi tanggung jawab penuh 

pihak pertama atas segala persoalan yang berkaitan dengan perpajakan dan segala 

perijinan yang diperlukan berdasarkan peraturan pemerintah pusat/daerah di 

wilayah kerja pihak pertama.__________________________________________ 

 

11. Pihak pertama berkewajipan untuk mengikuti dan mematuhi semua persyaratan 

dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan dibuat oleh pihak kedua, yang pada 

saat ini ditentukan, yaitu : 

a. Pihak pertama dilarang dan selanjutnya pihak pertama berjanji tidak akan 

menggandakan, memperbanyak, mengcopy, menyalin dan memindahkan 

dalam bentuk apapun materi JARIMATIKA, tanpa seijin tertulis dari pihak 

kedua dan apabila hal tersebut dilakukan maka pihak pertama bersedia 

menerima sangsi berupa Pencabutan Kepemilikan Hak Lisensi tanpa ada 

kompensasi dari pihak kedua dan tuntutan ganti rugi sebesar 100 (seratus) x 

lipat dari Lisensi Fee yang berlaku saat  itu.___________________________ 

 

b. Pihak pertama dilarang dan selanjutnya pihak pertama berjanji tidak akan 

menggandakan, memperbanyak, mengcopy, menyalin dan memindahkan 

dalam bentuk apapun Logo JARIMATIKA, tanpa seijin tertulis dari pihak 

kedua dan apabila hal tersebut dilakukan maka pihak pertama bersedia 

menerima sangsi berupa Pencabutan Kepemilikan Hak Lisensi tanpa ada 

kompensasi dari pihak kedua dan tuntutan ganti rugi sebesar 100 (seratus) x 

lipat dari Lisensi Fee yang berlaku saat  itu.___________________________ 

 

c. Pihak pertama dilarang untuk menjalankan dan atau mengelola Hak Lisensi 

lain yang sejenis, tanpa persetujuan dan seijin pihak kedua._______________ 

 

d. Jika ada siswa yang tidak dilaporkan maka akan dikenakan sangsi denda lima 

kali dari biaya iuran bulanan per siswa._______________________________ 

 

12. Pihak pertama berkewajipan untuk mematuhi segala aturan (Standar Operating 

Procedures) yang akan atau telah dikeluarkan oleh pihak kedua. ______________ 
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13. Pihak pertama wajib telah memiliki alamat Email yang dipergunakan sebagai 

alamat email resmi unit Jarimatika yang dikelolanya dikarenakan informasi dari 

dan ke pihak kedua akan menggunakan sarana Email.______________________ 

 

II. KEWAJIPAN PIHAK KEDUA 

1. Pihak kedua berkewajipan untuk menyediakan dan menyiapkan program, sistem 

dan materi JARIMATIKA yang dibutuhkan oleh pihak pertama dalam 

menjalankan dan mengembangkan Kursus Pendidikan JARIMATIKA di wilayah 

kerja pihak pertama, sesuai kebutuhan yang telah ditentukan oleh pihak kedua.___ 

 

2. Pihak kedua berkewajipan memberikan training, pendidikan, pelatihan, 

pengarahan kepada guru/fasilitator yang disediakan oleh pihak pertama, di tempat 

pihak kedua, atau tempat-tempat lain yang ditentukan pihak kedua.____________ 

 

3. Pihak kedua wajib menerbitkan dan memberikan sertifikat atau surat keterangan 

kepada guru/fasilitator yang telah mengikuti training, pendidikan, pelatihan dan 

pengarahan di tempat pihak kedua, atau yang diselenggarakan di tempat-tempat 

lain yang ditentukan oleh pihak 

kedua.___________________________________ 

 

4. Pihak kedua wajib memperbaharui dan memperpanjang sertifikat atau surat 

keterangan kepada guru/fasilitator yang telah habis masa berlakunya, yang 

diajukan dan yang direkomendasikan oleh pihak pertama, sepanjang 

guru/fasilitator tersebut masih menjalankan tugasnya di tempat kursus pendidikan 

JARIMATIKA di tempat pihak 

pertama._________________________________ 

 

5. Pihak kedua berkewajipan untuk menerbitkan dan memberikan sertifikat atau 

surat keterangan kepada peserta didik yang mengikuti kursus pendidikan 

JARIMATIKA di tempat pihak pertama sesuai dengan ketentuan  yang ditetapkan 

pihak kedua.___ 

 

Pasal 7 

BIAYA-BIAYA 

 

Biaya – biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pertama untuk memperpanjang hak  

menjalankan usaha kursus pendidikan JARIMATIKA kepada pihak kedua untuk 

pembukaan 1 (satu) tempat kursus adalah sebagai berikut : 

 

1. License Fee 
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Lisensi Fee untuk pembukaan 1 (satu) unit kursus pendidikan JARIMATIKA adalah 

sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah). Dibayarkan pada 

saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan cara transfer melalui bank BCA 

cab. Salatiga no 013 – 0577 – 776 atas nama PT. Nusantara Semarak Karya.________ 

 

2. Royalty Fee 

Pihak kedua akan mendapatkan Royalty Fee dari pelaksanaan kursus JARIMATIKA 

di tempat pihak Pertama, sebesar 40 % dari biaya bersih._______________________ 

 

Pasal 8 

STANDAR PERHITUNGAN 

I. JUMLAH SISWA PER KELAS 

Standar jumlah siswa per kelas Jarimatika adalah sebagai berikut : 

1. Kelas Reguler 

Standar jumlah siswa kelas reguler terbagi menjadi : 

a. Kelas kecil, yaitu 4 sampai 6 siswa per kelas. 

b. Kelas besar, yaitu 7 sampai 10 siswa per kelas. 

 

2. Kelas Ekskul 

Standar jumlah siswa kelas ekskul terbagi menjadi : 

a. Kelas kecil, yaitu 15 sampai 20 siswa per kelas. 

b. Kelas besar, yaitu 20 sampai 25 siswa per kelas. 

 

3. Kelas Privat 

Standar jumlah siswa kelas privat maksimal 3 siswa per kelas. 

II. BIAYA KURSUS 

Biaya kursus Jarimatika dibedakan menjadi : 

1.  Kelas Reguler. 

      Biaya kursus untuk kelas reguler adalah sebagai berikut : 

a. Biaya kursus pendidikan JARIMATIKA  yang dibebankan kepada peserta 

kursus sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pihak pertama dapat 

menetapkan biaya kursus pendidikan JARIMATIKA kurang dari Rp. 

100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga batas minimal Rp. 75.000,- (tujuh puluh 

lima ribu rupiah) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis 

kepada pihak kedua dan/atau disertai rekomendasi dari pihak koordinator unit 

yang membawahi/mengkoordinir pihak pertama untuk mendapatkan 

persetujuan oleh pihak kedua. ______________________________________ 
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b. Bahwa biaya kursus pada point di atas dapat ditentukan dalam jumlah yang 

lebih dari standar normal, apabila pelaksanaan kelas di tempat-tempat seperti 

Mall, Ruko, gedung bisnis, perumahan elite dan/atau rumah dengan fasilitas 

yang lengkap. Sedangkan Royalty Fee dihitung dari harga standar normal 

yaitu                Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), semua kelebihan biaya kursus 

yang ditetapkan pihak pertama adalah milik pihak pertama sepenuhnya karena  

merupakan sebuah prestasi.__________________________________ 

 

c. Biaya kursus pendidikan yang melebihi ketentuan point di atas, harus 

mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak kedua._____________________ 

 

2. Kelas Ekskul 

Biaya kursus untuk kelas ekskul minimal Rp 20.000,00/anak/bulan. 

3. Kelas Privat 

Biaya kursus untuk kelas privat dibedakan menjadi ; 

a. Kelas dengan 1 siswa : minimal Rp 40.000,00 per tatap muka/anak/bulan. 

b. Kelas dengan 2 siswa : minimal Rp 35.000,00 per tatap muka/anak/bulan. 

c. Kelas dengan 3 siswa : minimal Rp 30.000,00 per tatap muka/anak/bulan. 

 

III. GAJI GURU 

Standar gaji guru Jarimatika adalah sebagai berikut: 

1. Kelas Reguler 

Standar gaji guru kelas reguler dibedakan menjadi: 

a. Kelas kecil : maksimal Rp 20.000,00 per tatap muka. 

b. Kelas besar : maksimal Rp 25.000,00 per tatap muka. 

 

2. Kelas Ekskul 

Standar gaji guru kelas ekskul dibedakan menjadi : 

a. Kelas kecil : maksimal Rp 25.000,00 per tatap muka dan sudah termasuk 

biaya untuk transport. 

 

b. Kelas besar : maksimal Rp 30.000,00 per tatap muka dan sudah termasuk 

biaya untuk transport. 

 

3. Kelas Privat 

Standar gaji guru kelas privat dibedakan menjadi: 

a. Kelas dengan 1 siswa : maksimal Rp 30.000,00 per tatap muka dan sudah 

termasuk biaya untuk transport. 

 

b. Kelas dengan 2 siswa : maksimal Rp 35.000,00 per tatap muka dan sudah 

termasuk biaya untuk transport. 
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c. Kelas dengan 3 siswa : maksimal Rp 40.000,00 per tatap muka dan sudah 

termasuk biaya untuk transport. 

 

 

 

IV. ROYALTY FEE 

1. Royalty fee yang harus dibayarkan sebesar 40% dari biaya bersih.___________ 

 

2. Biaya bersih dihitung dari total pendapatan – gaji guru – 15% dari total 

pendapatan. _____________________________________________________ 

 

3. Apabila dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannnya maka akan 

mendapatkan diskon 5%, apabila dibayarkan lebih dari tanggal 25  setiap 

bulannnya maka akan dikenakan denda 5 %.____________________________ 

 

4. Pembayaran berjalan mundur dalam arti Pembayaran SPP siswa bulan berjalan 

dibayarkan Royalti Fee nya pada bulan berikutnya._______________________ 

 

V. DENDA KETERLAMBATAN LAPORAN 

 

1. Apabila pihak pertama dalam 3 (tiga) bulan berturut - turut lalai dalam 

melakukan pembayaran Royalty Fee yang menjadi kewajipan pihak pertama, 

maka pihak pertama wajib membayar nilai akumulasi Royalty Fee tersebut, 

ditambah dengan dendanya dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

Pembayaran Denda 

Bulan ke-4 (empat) 25 % x (3 bulan Royalty Fee) 

Bulan ke-5 (lima) 50 % x (4 bulan Royalty Fee) 

   

2. Apabila bulan ke 6 (enam) belum melakukan pembayaran juga maka akan 

dicabut hak Lisensinya tanpa ada kompensasi apapun dari pihak kedua, 

terkecuali ada hal-hal tertentu yang disetujui oleh pihak kedua maka akan 

dirundingkan lagi.________________________________________________ 

 

Pasal 9 

SISTEM PEMBAYARAN 

Pembayaran atas kewajipan pihak pertama dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

transfer bank ataupun melalui pembayaran tunai.________________________________ 
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Pasal 10 

PERLENGKAPAN PENYELENGGARA KURSUS JARIMATIKA 

 

Pihak pertama dalam menyelenggarakan Kursus JARIMATIKA harus memenuhi 

peralatan dan perlengkapan pendukung, yaitu : 

1. Pihak pertama harus menyiapkan ruang kelas yang layak dan baik, ukuran minimal     

3 x 4 m, dengan ventilasi yang bagus.______________________________________ 

2. Pihak pertama harus menyediakan furniture dan perlengkapan belajar 

mengajar._____ 

3. Pihak Pertama harus mempersiapkan dan mempresentasikan planning pengembangan 

yang akan dilakukan selama  menjadi unit JARIMATIKA._____________________ 

 

Pasal 11 

MUTASI 

1. Apabila pihak pertama pindah lokasi antar Kabupaten/Kota, maka wajib mengajukan 

permohonan mutasi, dan masih memiliki hak mendirikan unit di wilayah tersebut, dan 

secara otomatis unit yang lama non aktif.___________________________________ 

 

2. Penentuan lokasi unit di wilayah baru harus tetap mempertimbangkan jarak dengan 

unit yang sudah ada, yaitu sejauh 3 km._____________________________________ 

 

3. Usaha ini tidak bisa dipindahtangankan, sehingga syarat utama mutasi memang 

dikelola  oleh orang yang sama.___________________________________________ 

 

Pasal 12 

KELAS JAUH 

1. Apabila karena kapasitas kelas yang tersedia sudah tidak mampu lagi  menampung 

siswa, maka pihak pertama diperkenankan untuk membuka Kelas Jauh  di luar alamat 

yang tercantum di perjanjian ini, sepanjang jaraknya tidak lebih 100 m dari unit yang 

alamatnya tercantum dalam perjanjian ini.__________________________________ 

 

2. Apabila karena sesuatu hal alamat unit JARIMATIKA sebagaimana tertuang dalam 

akta perjanjian ini harus pindah, maka jarak kepindahannnya maksimum 500 (lima 

ratus) m dari alamat unit JARIMATIKA yang tercantum dalam perjanjian 

ini._______ 
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3. Apabila ada unit yang membuka kelas jauh di luar wilayah kerjanya, maka akan 

dikenakan sangsi berupa denda  1 x  Lisensi fee yang berlaku pada saat itu dan 

menonaktifkan kelas jauhnya.____________________________________________ 

 

 

 

 

Pasal 13 

JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

1. Perjanjian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai 

ditandatanganinya akad pada hari ............... tanggal ................. dan berakhir tanggal  

.............................._________________ 

 

2. Penyimpangan dari ketentuan pasal 11 ayat 1 di atas, maka perjanjian ini dapat 

diakhiri sewaktu-waktu dengan mengacu pada pasal 12 di bawah ini  _____________ 

 

Pasal 14 

SEBAB-SEBAB BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

1. Pihak kedua sebagai pemberi Hak Lisensi utama, menghentikan/mencabut hak hak 

Lisensinya dari pihak pertama.___________________________________________ 

 

2. Pihak pertama mengundurkan diri dari perjanjian ini, dengan membuat surat 

permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada pihak kedua._______________ 

 

Pasal 15 

AKIBAT-AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN 

Bahwa dengan berakhirnya perjanjian ini maka: 

1. Pihak pertama tidak berhak dan tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan dan 

atau memanfaatkan segala yang berkaitan dan berhubungan dengan program, sistem 

dan materi JARIMATIKA, dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun._________ 

 

2. Bahwa masing-masing pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua wajib 

menyelesaikan dan atau membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak 

para pihak, baik haknya pihak pertama maupun pihak kedua yang belum diselesaikan 

dan atau belum dibayarkan.______________________________________________ 

 

Pasal 16 

KEADAAN YANG MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 
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1. Hal-hal yang dianggap sebagai keadaan yang memaksa (Force Majeure) sehingga 

dapat menyimpang dari ketentuan tentang kewajipan masing-masing pihak, adalah 

karena adanya bencana gempa bumi, bencana angin topan, bencana banjir yang sangat 

besar, bencana kebakaran yang bukan kesengajaan, perang, kerusuhan atau huru hara 

yang menimbulkan kepanikan dan kerusakan tingkat lokal (Daerah).______________ 

 

2. Salah satu pihak yang mengalami kejadian dan atau peristiwa tersebut pada pasal 14 

ayat 1 diatas, wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pihak lainnya yang 

dilengkapi bukti-bukti, dokumen serta keterangan  resmi yang menerangkan kejadian 

atau peristiwa yang terjadi, oleh instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang.___ 

 

3. Dengan adanya keadaaan yang memaksa (Force Majeure) seperti tersebut pada pasal 

14 ayat 1 di atas serta dilengkapi bukti, dokumen serta surat keterangan tersebut pada 

pasal 14 ayat 2 di atas, maka salah satu pihak yang mengalami kejadian atau peristiwa 

tersebut, dibebaskan dari kewajipan karena keadaan memaksa (Force 

Majeure).______ 

Pasal 17 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

1. Bahwa perselisihan yang terjadi antar pihak dalam perjanjian ini, sedapat mungkin 

akan diusahakan untuk diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.________ 

 

2. Bahwa apabila setelah melalui upaya yang sungguh-sungguh secara musyawarah dan 

mufakat tidak juga dapat menyelesaikan perselisihan, maka para pihak sepakat untuk 

diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.___________________________ 

 

3. Apabila terjadi pembatalan oleh Pihak Pertama, maka pembayaran yang telah 

dilakukan tetap menjadi milik pihak kedua._________________________________ 

 

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas yang bermaterai 

cukup, dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama, yang disimpan oleh 

masing-masing pihak, dibuat dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, tanpa paksaan 

dari pihak manapun, serta dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak. 

 

          PIHAK PERTAMA     PIHAK KEDUA 

 

               Tumisri                                                    Septi Peni Wulandani.                                                                              

         SAKSI PERTAMA     SAKSI KEDUA 

     

   M. Dofir              Yunita Ariyanti 


